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INTISARI 

 

             Masyarakat Indonesia hidup dengan keanekaragaman yang sangat 

kompleks dan menciptakan kebudayaan. Kebudayaan tersebutlah yang pada 

akhirnya membentuk pola pikir masyarakat setempat. Berdasarkan amanat Pasal 

32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah mempunyai kewajiban untuk 

memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Kebudayaan sesungguhnya terdiri dari dua macam yaitu kebudayaan yang berupa 

benda dan kebudayaan tak benda. Warisan budaya bendawi (tangible) dan bukan 

bendawi (intangible) yang bersifat nilai-nilai merupakan bagian dari kebudayaan 

secara menyeluruh. 

             Di Indonesia terdapat 13 daftar warisan budaya yang telah ditetapkan 

sebagai Warisan Dunia, namun hanya tiga yang sudah tercatat sebagai Cagar 

Budaya Nasional yaitu Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Situs Manusia 

Purba Sangiran, yang sama-sama ditetapkan pada tahun 2014. Subak Bali menjadi 

salah satu warisan budaya yang belum ditetapkan menjadi Kawasan Cagar Budaya, 

namun sudah ditetapkan menjadi Warisan Dunia. Berdasarkan Peraturan Daerah 

Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak, Subak adalah organisasi 

tradisional di bidang tata guna air dan atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada 

masyarakat adat di Bali yang bersifat sosioagraris, religius, ekonomis yang secara 

historis terus tumbuh dan berkembang. Subak berlandaskan konsep Tri Hita 

Karana yang ajarannya selalu dipertahankan sebagai bentuk manifestasi dari 

kearifan lokal masyarakat Bali. Berdasarkan kriteria Cagar Budaya menurut 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Subak seharusnya sudah ditetapkan 

sebagai Kawasan Cagar Budaya. 

             Pemerintah Provinsi Bali melakukan pengelolaan dengan perencanaan 

dengan menetapkan aturan-aturan yang terkait dengan Subak, dan dalam 

pelaksanaannya Pemerintah Daerah memberi dana hibah pada Subak sebesar Rp 

50.000.000,-tahun/Subak. Pengawasan terhadap Subak dari Pemerintah Daerah 

dirasa masih kurang karena masih terjadi pelanggaran khususnya di zona inti 

Warisan Dunia. Penetapan Subak sebagai Cagar Budaya harus dilakukan pada 

skala nasional dan memerlukan kajian yang mendalam terkait unsur kebendaan 

dan non-kebendaan pada Subak. Badan Pengelolaan Warisan Dunia sedang dalam 

kajian untuk dibentuk agar penetapan kebijakan yang terkait dengan Subak sebagai 

Warisan Dunia menjadi efektif dan efisien. 
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ABSTRACT 

 

Indonesian people live with many complexity uniqueness and create culture. 

Finally, this culture shapes the thinking of society around. Based on UUD 1945 32 

verse 1, government has duty to develop the culture fully for the prosperity of society. 

Culture actually consist of two that are tangible culture and intagible culture. Both 

tangible and intangible cultures consist of values that part of culture as a whole. 

Indonesia has 13 list of culturals heritage that have been stated as the world 

heritage. Yet, only 3 of them have been stated as national culture in 2014, those are 

Candiborobudur, Candi Prambanan and Situs Manusia Purba Sangiran. Subak Bali has 

already been as the World’s Heritage even not as a Cultural Heritage. Based on the 

role of Bali province no. 9 2012 about Subak, Subak is a traditional organisation in 

arranging water and plant for Balinese that has the character of socio agrarian, religious 

and economically growth and develop historically. Subak has base concept of Tri Hita 

Karana that has been maintained as manifestation of the wisdom of Balinese. By 

cultural heritage constitution no.11 2010, Subak should be stated as the region of 

cultural heritage. 

Government of Bali province manages the plans with the rule that is related 

with Subak. In the implementation, the local government gives grant to Subak as big 

as 50 million rupiah per year. The supervision towards Subak from the local 

government is still less because of trespass in the core zone of the World Heritage. The 

determination of Subak as cultural heritage should be done nationally and needed the 

survey about tangible and intangible in Subak. World’s organisation of the world’s 

heritage is studying to shape the policy for Subak as a World Heritage to be effective 

and efficient. 
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